BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dilakukan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas
permasalahan yang diajukan yaitu :

1. Status tanah dan bangunan milik Perorangan Warga Negara Indonesia setelah
kemerdekaan Republica Democratica de Timor-Leste, berdasarkan proklamasi
kemerdekaan Republica Democratica de Timor-Leste pada tanggal 20 Mei Tahun
2002, dan diperkuat dalam Konstitusi RDTL/2002, adalah aset-aset milik
pemerintah Indonesia maupun milik perorangan, atau badan swasta ataupun
perusahaan lainnya, beralih menjadi aset milik pemerintah Timor-Leste dan diawasi

oleh negara.

2. Status tanah dan bangunan milik perorangan Warga Negara Indonesia yang beralih

menjadi milik Pemerintah Timor-Leste tidak mendapatkan ganti rugi.

3. Status tanah dan bangunan Warga Negara Indonesia yang berada di Timor-Leste
terkait dengan peralihan kepemilikannya itu, tidak mendapat ganti rugi dikarenakan
Republik Demokratik Timor-Leste tidak memiliki infrastruktur hukum atau
peraturan perundang-undangan pertanahan yang mengatur tentang pengembalian
aset-aset tidak bergerak milik Warga Negara Indonesia yang dianggap sebagai orang
asing. Pendataan yang dilakukan oleh Dire¢do Nasional de Terras Propriedades

Servisos Cadastaris (DNTPSC) atau Direktorat Pertanahan Nasional Pendaftaran
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Tanah Timor-Leste, semata-mata hanya untuk mengetahui status-status tanah dan
bangunan yang ditinggalkan Warga Negara Indonesia dan dikuasai oleh warga

negara Republik Demokratik Timor-Leste.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Kedua pemerintah yaitu Republik Indonesia dan Republica Democratia de Timor-
Leste perlu melanjutkan dan melakukan kembali pertemuan bilateral untuk
bernegosiasi secara khusus dalam menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah
status kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki Warga Negara Indonesia yang

berada di Timor-Leste yang menguntungkan kedua pemerintah.

2. Pemerintah Republik Indonesia perlu memperhatikan nasib Warga Negara Indonesia
yang meninggalkan harta benda tidak bergeraknya, yaitu tanah dan bangunan yang
berada di negara RepUblica Democratia de Timor-Leste dengan cara memberikan
suatu kompensasi atau bantuan berupa ganti rugi terhadap kepemilikannya itu karena

dampak dari keputusan politik pemerintah.

3. Bagi lembaga akademisi dan lembaga-lembaga hukum dan pemerintah yang ingin
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai status tanah dan bangunan milik
perorangan Warga Negara Indonesia yang berada di Republik Demokratik Timor-
Leste setelah kemerdekaan Republica Democratica de Timor-Leste untuk mencari dan
memberi solusi bagi pemerintah RI-TL untuk menyelesaikan masalah tersebut yang

bisa mengungtungkan kedua pemerintah.
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